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Pajak di DKI Jakarta Disinyalir Tak Capai

Sub Bagian Humas

Target

JAKARTA - Target pendapat-
anasli daerah (PAD) DKI Jakar-

tadarisektor pajak tahuninidi-

sinyalir tidak terealisasi 100%.
Dinas Pelayanan Pajak DKI Ja-
karta pesimistis seluruh wajib
pajakmembayar pajak.

Kepala Dinas Pelayanan Pa-
jak DKI Jakarta Agus Bambang
S pesimistis tahun ini target
Rp38,3 triliun bisa terealisasi
sebab pembayar pajak sangat
bergantungkesadaranwajibpa-
jak. Kenyataannya tidak mung-
kin 100% wajib pajak sadar un-
tuk membayar.

Kendati demikian, dia akan
terus berupaya meningkatkan
pelayanan pajak” lebih baik.
"Kalau 100%, kita harus tahu
dulujumlah wajib pajak seperti
restoran se-DKI. Kami enggak
pernahtahujumlahrestoranse-
DKI. Kan adayangberizin dan

‘tidak berizin,” katanya di Balai
i Kotakemarin.

Agus menjelaskan, sejauh
ini pihaknya sudah mengem-
bangkan pendataan, pemba-
yaran, dan pengawasan de-
ngansistem online . Sedikitnya
sekitar 5.000 wajib pajak su-
dah masuk dalam sistem on-
line, sisanya 7.000 wajib pajak
masih belum. :

Pada periode Januari-Ma-
ret, Dinas Pendapatan Pajak
mendapatRp6,3 triliun daripa-
jak kendaraan bermotor (PKB),
restoran, dan pajak hiburan.
Pendapatan tersebut masih
jauhdaritarget.”Tadi Gubernur
memberikan instruksi agar
pengawasannya dilakukan oleh

. masyarakat. Nanti masyarakat

dapat mengawasinyamelaluisi-
tus smart city . Pembayaran dan
pendataanonlinesudahkamila-
kukan,” ucapnya.

“Gubernur DKI Jakarta Ba-

sukiTjahajaPurnama (Ahok) ti-
dak segan-segan mencopot pe-
tugas pajak apabila tidak men-
capai target dan masih adake-
bocoran. Dia sudah meminta
DinasPelayananPajakmendata
wajibpajakdanmengutamakan
sistem online . "Kan kita udah
berusaha mencegah pengeluar-
anuangyangborosmelaluiyang
namanya pokir segala macem.
Kita stafkan kalo di dalem
macem-macem, kita keluarin aja
dari SKPD," katanya.

Wakil Ketua DPRD DKI Ja-
karta Muhammad Taufik su-
dah mengetahui Dinas Pela-
yanan Pajak pesimistis men-
capai target Rp38,3 triliun.
Dasarnya saat rapat Badan
Anggaran (Banggar) awal
Januari lalu pihaknya tidak
mendapatkan jawaban berapa
jumlah kamar hotel di Jakarta
dari Dinas Pelayanan Pajak.
Padahal, pajak hotel itu di-
dapatdariperkamar.

“Yangdasarsajatidaktahuba-
gaimana mau mencapai target?
Sayalihat orang kita malas me-
ngumpulkandata,”ungkapnya.
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